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Pendahulan
Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk yang semakin
meningkat terjadi karena berkembangnya
populasi masyarakat yang ingin hidup menjadi
lebih baik. Peningkatan jumlah penduduk
berbanding terbalik dengan kemampuan
penduduk dalam mengolah sampah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi
Pelayanan tertulis bahwa tujuan pengelolaan
sampah di Sidoarjo adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan kualitas
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai
sumber daya.

Sampah
Sampah memiliki definisi sesuatu yang tidak
dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi,
yang tidak disenangi dan harus dibuang. Secara
garis besar sampah merupakan bagian sisa atau
akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh
manusia.

Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai
sebuah proses perbandingan antara standar
dan implementasinya. Secara spesifik evaluasi
kebijakan adalah berkenaan dengan informasi
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
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Data Empiris

Tahun Jumlah Sampah Residu

2022 878.880 kg

2023 931.585 kg

2024 11.077.619 kg

Tabel 1
Jumlah sampah residu TPS3R Durungbedug

Sumber: diolah oleh sippas Durungbedug

Kenaikan jumlah sampah residu di Desa Durungbedug menunjukkan bahwa tantangan
dalam pengelolaan sampah masih cukup besar
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GAP Permasalahan

1. Tidak adanya jadwal tetap penggerobak. Hal ini menimbulkan adanya tumpukan sampah di 

rumah-rumah warga

2. TPS3R Durungbedug belum bisa menjadikan sampah menjadi sumber daya yang bernilai

seperti kompos karena kekurangan tenaga kerja. 

3. Beberapa warga tidak membayarkan iuran retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. 
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Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan
Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce 
Reuse Recycle (TPS3R) Desa Durungbedug?
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Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan
Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Durungbedug
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Penelitian Terdahulu

Patria Adhi Baskoro dan dan Badrudin Kurniawan, 2021 
berjudul ‘’Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di 
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo’’ Menunjukkan belum
tercapainya kebutuhan masyarakat

Vita Dwi Rohmah Nur Rosanti dan Nugrahadi Dwi Pasca
Budiono, 2024 berjudul ‘’Evaluasi Program Pengelolaan 
Sampah Hasil Rumah Tangga’’ Menunjukkan kurangnya
efektivitas dan efisiensi program

Muhammad Fadhil Riwandi dan Selvia Junita Praja, 2024 
berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan
Riau”. Mengatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan
Program kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum
sepenuhnya terlaksana.

Ketiganya mencerminkan
urgensi evaluasi
menyeluruh terhadap
kinerja program 
pengelolaan sampah guna
memastikan tercapainya
berbagai manfaat dan 
impact positif yang 
diharapkan. Sehingga 
pengelolaan ini perlu 
kajian kembali untuk 
diperbaiki. 
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Teori

Menurut William Dunn teori evaluasi kebijakan berkenaan dengan informasi mengenai 
nilai atau manfaat hasil kebijakan. Enam indikator teori evaluasi kebijakan menurut 
William Dunn yaitu :

1. Efektivitas

2. Efisiensi

3. Kecukupan

4. Perataan

5. Responsivitas

6. Ketepatan
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Metode Penelitian

Pengumpulan Data

Jenis Data

Penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif

Data primer dan data skunder

- Wawancara
- Observasi
- Dokumentasi

Lokasi Penelitian
Desa Durungbedug

Pengolahan Data
Metode analisis interaktif
- Pengumpulan data
- Reduksi data
- Penyajian data 
- Penarikan kesimpulan

Jenis Penelitian
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Hasil dan Pembahasan
1. Efektivitas

Efektivitas suatu kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Program TPS3R di Desa Durungbedug telah menunjukkan dampak positif dalam
menanggulani permasalahan sampah yang berserakan di jalan dan sungai. Berkurangnya sampah yang
berserakan memberikan manfaat dari segi kesehatan sehingga risiko terhadap kesehatan ikut menurun.
Namun, masih terdapat permasalahan pada partisipasi masyarakat karena ada beberapa RT yang belum
bergabung pada program TPS3R. Sebagian warga memilih membuang sampah sendiri karena telah
memiliki TPS pribadi atau lahan kosong. Selain itu, upaya untuk mengelola sampah organik menjadi
kompos masih belum maksimal karena kurangnya tenaga kerja. Artinya, pelaksanaan program TPS3R
belum sesuai dengan target yang tercantum pada Perdes Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Bab III pasal 5 karena pada
implementasinya masih terdapat tantangan pada pencapaian tujuan untuk mengubah sampah menjadi
sumber daya dan partisipasi masyarakat.
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Hasil dan Pembahasan
2. Efisiensi,

Efisiensi berkaitan dengan besarnya usaha diperlukan untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Sebuah
kebijakan dapat dianggap efisien apabila mampu mencapai tingkat efektivitas yang optimal dengan
penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Berdasarkan pernyataan ketua KSM, beberapa warga
sempat menolak besaran iuran yang telah ditetapkan. Mereka meminta untuk penyamaan besaran iuran
retribusi antara rumah tangga dan pelaku usaha. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak berlangsung
lama dan telah terselesaikan. Besaran iuran retribusi yang harus dibayarkan harus sesuai ketetapan
karena telah disetujui bersama. Selain tantangan dalam aspek sumber daya fianansial, pengelolaan TPS3R
juga dihadapkan pada persoalan utama yang muncul dari dua aspek, yaitu sumber daya manusia dan
manajemen waktu operasional. Realitas di lapangan program TPS3R masih memiliki tantangan di bidang
pemanfaatan waktu dan sumber daya manusia. Ketidakteraturan jadwal kerja, kurangnya kedisiplinan
tenaga kerja, serta keterbatasan jumlah personel menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam
pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah.
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Hasil dan Pembahasan
3. Kecukupan,

Kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat keberhasilan kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk
mengatasi sebuah permasalahan. Secara umum, program pengelolaan sampah melalui Tempat
Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Desa Durungbedug menunjukkan bahwa
pemerintah desa telah merespons permasalahan lingkungan secara tepat dan telah memberikan dampak
nyata bagi masyarakat. Terbukti dari menurunnya jumlah sampah di sungai dan jalan serta berkurangnya
pembakaran sampah oleh warga. Ketua KSM menyebut bahwa capaian target program telah mencapai
80%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah berhasil menjawab permasalahan lingkungan secara
signifikan. Di balik capaian positif tersebut, masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan, terutama
terkait dengan keterlibatan sebagian warga yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan TPS3R serta
lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi.
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Hasil dan Pembahasan
4. Perataan,

Perataan pada kebijakan publik mencakup keadilan dalam penerapan dan penerimaan oleh sasaran
kebijakan tersebut. Perataan merujuk pada prinsip keadilan yang berupaya memastikan bahwa setiap
individu mendapatkan kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Layanan TPS3R sudah
mencerminkan prinsip perataan dari sisi akses. Sistem door-to-door memudahkan semua warga, termasuk
lansia dan disabilitas untuk membuang sampah tanpa harus ke TPS3R langsung. Aksesibilitas yang merata
tersebut mencerminkan penerapan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Namun dari sisi pemerataan
manfaat ekonomi dari program belum tersebar secara merata. Sebagian besar pemilah sampah bukan
warga lokal karena warga Desa Durungbedug masih enggan bekerja di sektor pengelolaan sampah karena
stigma. Akibatnya, peluang ekonomi masih terbatas pada kelompok tertentu seperti penggerobak dan
pemilah, dan bahkan pemilah sebagian besar berasal dari luar desa. Hal ini menandakan masih adanya
kesenjangan distribusi manfaat dari program.
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Hasil dan Pembahasan
5. Responsivitas, 

Responsivitas memiliki arti dukungan masyarakat dan penilaian masyarakat. Responsivitas mengacu pada
sejauh mana kebijakan publik mampu mencerminkan aspirasi, nilai-nilai, dan harapan kelompok masyarakat
yang terdampak. Secara umum, masyarakat merasa terbantu dengan adanya TPS3R karena kebijakan
pengelolaan sampah melalui program TPS3R di Desa Durungbedug telah merespon permasalahan sampah.
Manfaat langsung yang dapat dirasakan berupa kemudahan akses dalam membuang sampah dan
lingkungan yang lebih bersih. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat meskipun masih dalam bentuk
penerimaan pasif. Warga membayar iuran dan mengikuti aturan, tetapi tidak dilibatkan langsung dalam
evaluasi atau pengelolaan. Harapan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih optimal belum sepenuhnya
terpenuhi. Hal ini tercermin dari berbagai keluhan yang disampaikan, seperti ketidakteraturan pengambilan
sampah, keterbatasan tenaga kerja, dan belum tertanganinya persoalan bau sampah secara memadai.



15

Hasil dan Pembahasan
6. Ketepatan 

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi untuk mendasari
tujuan tersebut. Dalam proses evaluasi kebijakan, ketepatan merujuk pada sejauh mana hasil dari suatu
kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjawab permasalahan yang
dihadapi. Kebijakan TPS3R dinilai tepat karena mampu menjawab persoalan masyarakat terkait kebersihan
dan kesehatan lingkungan. Masyarakat telah merasakan manfaat dari program ini, seperti berkurangnya
pencemaran udara, menurunnya insiden penyakit ringan dan banjir, mencerminkan bahwa kebijakan ini
cukup kuat dan implementasinya berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi warga. Ini menunjukkan
bahwa ketepatan tujuan program telah tercapai.
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Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Tempat
Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Durungbedug yang dianalisis menggunakan teori
evaluasi menurut William Dunn dapat disimpulkan.

• Efektivitas program pengelolaan sampah di TPS3R dilakukan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang
masih terbatas dan adanya hambatan dalam mengubah sampah menjadi sumber daya sehingga pencapaian
tujuan belum maksimal.

• Efisiensi, program masih terkendala sumber daya manusia dan manajemen waktu yang belum tertata
dengan baik.

• Kecukupan, secara umum kebijakan pengelolaan sampah cukup mampu menjawab kebutuhan masyarakat,
meskipun masih perlu perbaikan.

• Perataan, akses layanan pengangkutan sampah sudah dilakukan secara merata, tetapi pemerataan manfaat
ekonomi dalam program ini masih perlu diperhatikan.

• Responsivitas, program TPS3R telah merespon kebutuhan warga akan lingkungan bersih, namun masih ada
keluhan yang terkait pelayananan yang perlu ditingkatkan.

• Ketepatan, program pengelolaan sampah di TPS3R dinilai tepat karena berhasil mengurangi dampak
lingkungan dan menjawab persoalan masyarakat secara nyata.
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